
  LAMPIRAN III 
PERATURAN GUBERNUR BALI  

NOMOR 34 TAHUN 2019 
TENTANG   

PENGELOLAAN KEUANGAN  
DESA ADAT DI BALI 

 

FORMAT SURAT PENGANTAR KEPALA PERANGKAT DAERAH  

YANG MENANGANI DESA ADAT 
 

KOP PERANGKAT DAERAH 
================================================================ 

         Denpasar,.................2019 

Nomor :..../...../........      Kepada 
Lamp  : 1 (satu) gabung    Yth. Kepala …(Perangkat   

Hal  : Mohon Pencairan    Daerah yang menangani  
    Dana Desa Adat     pengelolaan keuangan) 

         Provinsi Bali 
         di - 

          Denpasar 

 
 Berdasarkan DPA Perangkat Daerah .......Nomor.....tanggal.....dan SPD 

Nomor ..... tanggal......kami Mohon kepada Kepala …(Perangkat Daerah yang 
menangani pengelolaan keuangan) Provinsi Bali selaku BUD untuk 

mencairkan dana Desa Adat........... sebesar Rp...............(terbilang) dengan 
melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut : 

1. Rencana keuangan tahunan Desa Adat.  
2. Surat pernyataan Bandesa Adat atau Kubayan atau dengan sebutan 

lainnya terhadap kedudukan Patengen atau Juru Raksa atau dengan 

sebutan lainnya. 
3. Laporan realisasi penggunaan Anggaran Desa Adat tahun anggaran 

sebelumnya.  
4. Salinan buku rekening bank. 

5. Salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Bandesa Adat atau Kubayan 

atau dengan sebutan lain, dan Patengen atau Juru Raksa atau dengan 
sebutan lainnya.  

 
Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

 
        Kepala… 

(Perangkat Daerah yang menangani 

Desa Adat) 

        
                 Nama 

         Pangkat 
         NIP 
 

   

  GUBERNUR BALI, 
 
 

 ttd 

WAYAN KOSTER 

       

       PARAF KOORDINASI  

Sekretaris Daerah  

Plt. Asisten Pemerintahan 
dan Kesra 

 

Kepala Biro Hukum dan 
HAM 

 

Kepala BPKAD  



LAMPIRAN IV 

 PERATURAN GUBERNUR BALI  
 NOMOR 34 TAHUN 2019 

 TENTANG   
 PENGELOLAAN KEUANGAN  

 DESA ADAT DI BALI 

 

FORMAT SURAT PERNYATAAN BENDESA ADAT  
TERHADAP KEDUDUKAN PATENGEN 

 

 
KOP DESA ADAT 

=================================================================== 

SURAT PERNYATAAN BANDESA ADAT 

NOMOR… 

Yang bertandatangan dibawah ini, Bendesa Adat .., Desa Adat.. Kecamatan… 

Kabupaten… menyatakan bahwa Nama …….memang benar Patengen atau Juru 

Raksa atau dengan sebutan lain pada Desa Adat… yang mempunyai tugas dan 

tanggung jawab untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, 

membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa Adat… dalam rangka 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat. 

  

 Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

 

 

      ...............(tanggal bulan tahun) 

      Bandesa Adat/Kubayan/Sebutan lain 

         
                                                         ttd dan stempel    

    

 

Nama Terang (sesuai KTP) 

 

GUBERNUR BALI, 
 
 

ttd ttd 

WAYAN KOSTER 

 

 

 
 

       PARAF KOORDINASI  
Sekretaris Daerah  
Plt. Asisten Pemerintahan 

dan Kesra 
 

Kepala Biro Hukum dan 

HAM 
 

Kepala BPKAD  



LAMPIRAN V 
 PERATURAN GUBERNUR BALI  

 NOMOR 34 TAHUN 2019 
 TENTANG   

 PENGELOLAAN KEUANGAN  
 DESA ADAT DI BALI 

 
FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN KEUANGAN DESA ADAT  

TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA 

 
 

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN KEUANGAN DESA ADAT…  
TAHUN ANGGARAN … 

         

                                                                        ,................... 

Bandesa  Adat/Kubayan/sebutan lain Patengen/Juru Raksa /sebutan lain  
 

ttd dan stempel       ttd dan stempel  

    
 

Nama Terang (sesuai KTP)     Nama Terang (sesuai KTP) 

 
 

 
                                                                                                    

  GUBERNUR BALI, 
 

 
ttd 

WAYAN KOSTER 

 

 

 

NO 

 

NAMA DESA 

ADAT  

 

PROGRAM/ 

KEGIATAN 

 

RINCIAN 

PENGGUNAAN 

 

JUMLAH 

ANGGARAN 

(Rp) 

 

REALISASI  

(Rp)  

 

KURANG/ 

LEBIH  

(Rp) 

 

KET

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Desa Adat.... 1. Operasional 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 

Adat 

2. Pembangunan, 

Pembinaan 

Kemasyarakatan, dan 

Pemberdayaan Desa 

Adat meliputi Baga 

Parahyangan, Baga 

Pawongan, dan Baga 

Palemahan 

     

       PARAF KOORDINASI  
Sekretaris Daerah  
Plt. Asisten Pemerintahan 
dan Kesra 

 

Kepala Biro Hukum dan 

HAM 
 

Kepala BPKAD  

 



LAMPIRAN VI 
 PERATURAN GUBERNUR BALI  

 NOMOR 34 TAHUN 2019 
 TENTANG   

 PENGELOLAAN KEUANGAN  
 DESA ADAT DI BALI 
 
 

 

FORMAT BUKTI PENGELUARAN ATAS BEBAN ANGGARAN DESA ADAT 
 
 

A. RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN DESA ADAT 

NO  

NAMA 

DESA ADAT 

 

PROGRAM/ 

KEGIATAN 

 

RINCIAN 

PENGGUNAAN 

 

JUMLAH 

ANGGARAN 

(Rp) 

 

REALISASI  

(Rp)  

 

KURANG/ 

LEBIH 

(Rp) 

 

KET. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Desa 

Adat.. 

1. Operasional 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 

Adat 

2. Pembangunan, 

Pembinaan 

Kemasyarakatan, 

dan Pemberdayaan 

Desa Adat meliputi 

Baga Parahyangan, 

Baga Pawongan, 

dan Baga 

Palemahan 

     

         

…….(tanggal bulan tahun) 

Bandesa  Adat/Kubayan/sebutan lain  Patengen/Juru Raksa / dengan sebutan  

 lain 
      

ttd dan stempel       ttd dan stempel 

 

     
Nama Terang (sesuai KTP)                Nama Terang (sesuai KTP) 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

B. KWITANSI 
 

KWITANSI 

============================================================ 

 

Kode Rekening  : (sesuaikan Kode Rekening belanja) 

Sudah Terima Dari : Patengen/Juru Raksa /sebutan lain 

Banyaknya Uang :  ====(jumlah dalam huruf)====== 

 Buat Pembayaran : Belanja desa adat… berupa belanja...Tahun Anggaran 

....... (rincian terlampir). 

 

Jumlah: Rp. (jumlah dalam angka) 

        .........(tanggal bulan tahun)

        Yang Menerima, 

       Materai    

        Nama Terang 

 

 

Mengetahui/mengesahkan,    Patengen/Juru Raksa/sebutan 
lain 

Bandesa  Adat/Kubayan/sebutan laiin     

      
 

ttd dan stempel                                                     ttd dan stempel 
 

 Nama Terang (sesuai KTP)     Nama Terang (sesuai KTP) 

        

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
C. NOTA 

 
   ................., ……(tanggal bulan tahun) 

 

Tuan 

Toko 

: Bendesa Adat..... 

di 
..... 

 

NOTA NO : ……………….................................. 
 

BANYAKNYA NAMA BARANG 
HARGA SATUAN JUMLAH 

( Rp ) ( Rp ) 

      

  

   
Jumlah Rp.  

 

 
Barang/ pekerjaan telah diperiksa 

dan diterima dengan baik dan lengkap 
 

Bandesa Adat/Kubayan/sebutan lain 

 
ttd dan stempel 

 
 

Nama Terang (sesuai KTP)  

 Hormat kami, 

[Nama Penyedia Barang /Jasa] 
......................................... 

 

 
ttd dan stempel  

 
 

Nama Terang (sesuai KTP)  
 

                                       
GUBERNUR BALI, 

 

 
 ttd 

     WAYAN KOSTER 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

       PARAF KOORDINASI  
Sekretaris Daerah  
Plt. Asisten Pemerintahan 

dan Kesra 
 

Kepala Biro Hukum dan 

HAM 
 

Kepala BPKAD  



LAMPIRAN VII 
PERATURAN GUBERNUR BALI  

NOMOR 34 TAHUN 2019 
TENTANG   

PENGELOLAAN KEUANGAN  
DESA ADAT DI BALI 

 
FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 

PENGGUNAAN ANGGARAN DESA ADAT 
 
 

A. SURAT PENGANTAR 
 

KOP DESA ADAT 
============================================================== 

  

Nomor :..../...../.....      Kepada 

Lamp : 1 (satu) gabung          Yth.Gubernur Bali 

Hal : Laporan Pertanggungjawaban        Cq. Kepala ….. (Perangkat  

Penggunaan Anggaran Desa Adat Daerah yang menangani Desa 

Adat) Provinsi Bali  

               di - 

       Denpasar 

  

Bersama ini kami sampaikan laporan pertanggungjawaban Penggunaan 

Anggaran Desa Adat Desa...... Kecamatan..... Kabupaten.... Tahun Anggaran .... 

sebesar Rp.............(terbilang dengan huruf), yang sudah kami terima dan kami 

pergunakan sesuai laporan realisasi  terlampir. 

   Demikian kami sampaikan kepada Bapak untuk dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya.         

       Bandesa Adat/Kubayan/sebutan lain 

 ttd dan stempel   

  

Nama Terang (sesuai KTP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
B. LAPORAN RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN DESA ADAT… TAHUN 

ANGGARAN … 
 

 

NO 

 

NAMA DESA 

ADAT  

 

PROGRAM/ 

KEGIATAN 

 

RINCIAN 

PENGGUNAAN 

 

JUMLAH 

ANGGARAN 

(Rp) 

 

REALISASI  

(Rp)  

 

KURANG

/ 

LEBIH  

(Rp) 

 

KET. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Desa Adat. 1. Operasional 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 

Adat 

2.  Pembangunan, 

Pembinaan 

Kemasyarakatan, 

dan Pemberdayaan 

Desa Adat meliputi 

Baga Parahyangan, 

Baga Pawongan, 

dan Baga 

Palemahan 

     

…. 

Bandesa Adat/Kubayan/sebutan lain             Patengen/Juru Raksa/sebutan lain 
 

ttd dan stempel      ttd dan stempel  
    

Nama Terang (sesuai KTP)    Nama Terang (sesuai KTP) 

 

 
 

                        GUBERNUR BALI, 
 

 
 ttd 

        WAYAN KOSTER 

       PARAF KOORDINASI  
Sekretaris Daerah  
Plt. Asisten Pemerintahan 

dan Kesra 
 

Kepala Biro Hukum dan 

HAM 
 

Kepala BPKAD  



               LAMPIRAN VIII 
PERATURAN GUBERNUR BALI  

NOMOR 34 TAHUN 2019 
TENTANG   

PENGELOLAAN KEUANGAN  
DESA ADAT DI BALI 

 
FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN SISA DANA DAN JASA/GIRO BUKU TABUNGAN                  

TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA 

 
 

LAPORAN PENGGUNAAN SISA DANA DAN JASA/GIRO BUKU TABUNGAN                  
TAHUN ANGGARAN …. 

 

        ….(tanggal bulan tahun) 

Bandesa Adat/Kubayan/sebutan lain           Patengen/Juru Raksa /sebutan lain 
      

ttd dan stempel        ttd dan stempel  
    

Nama Terang (sesuai KTP)      Nama Terang (sesuai KTP) 

 
 

GUBERNUR BALI, 

 
 

 ttd 
 

                                      WAYAN KOSTER 

 

NO 

 

NAMA DESA 

ADAT  

 

PROGRAM/ 

KEGIATAN 

 

RINCIAN 

PENGGUNAAN 

SISA DANA  

 

JUMLAH 

SISA 

DANA (Rp) 

 

REALISASI  

(Rp)  

 

KURANG/ 

LEBIH  

(Rp) 

 

KET. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Desa Adat… 1. Operasional 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 

Adat. 

2.  Pembangunan, 

Pembinaan 

Kemasyarakatan, 

dan Pemberdayaan 

Desa Adat meliputi 

Baga Parahyangan, 

Baga Pawongan, dan 

Baga Palemahan. 

     

       PARAF KOORDINASI  
Sekretaris Daerah  
Plt. Asisten Pemerintahan 

dan Kesra 
 

Kepala Biro Hukum dan 

HAM 
 

Kepala BPKAD  

       PARAF KOORDINASI  
Sekretaris Daerah  
Plt. Asisten Pemerintahan 

dan Kesra 
 

Kepala Biro Hukum dan 

HAM 
 

Kepala BPKAD  

 


